WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAF TINGKAT I

Menimbang

Mengingat

SURABAYA

KEPUTHESAN

WALIKOTAMADYA KEPALSA DACRAH TINGKAT II SURABAYA

NOMCR 34  TAHUN 1986

T NT ANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENOMORAN BANGUNAN
DI KOTAMAOYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

WALIXOTAMADYA KEPALA DAERAH TIRGKAY II SURABAYA

.

bahwa sebagai pelaksansan lebih lanjut Peraturan
Caerah Kotamadya Daerah Tingkat I Surabaya Nomor
7 Tahun 1892 tentang Izin Mendirikan Bangunan di
Kotamadya Daerah Tingkat I] Surabaya dan Nomor 2
Tahun 1985 tentang Penaomoran Bangunan  di
Kotamadya Daaerah Tingkat II Surabaya, dipandang
periu adanya petunjuk pelaksanaan penomoeran
bangunan di wilayah Kotamadya Daerah 11 Surabaya:

bahwa guna terlaksananya hal tersebut pada butir s
diatas, perlu menatapkan petunjuk pelaksanaan
penomoran bangunan dimaksud dengan suatu Keputusan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ™ tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor
2 Tahuh 1865
Undang~undang Nomor 12 Brt. Yahun 18587 tentghg
Peraturan Umum Retribusi Dasgrah :

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dailam
bisang Pekerjaan Umum kepada Daerah :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1954
tentang Petunjuk pelaksanaan penerapan sistem Kods
Pos Indonesia ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 18 Tahun 1387 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinasg Pangawasan
Bangunan Daarah Kotamadya Oaerah Tingkat Il
Surabays ;
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerabh
Kotamadya Daerah Tingkat !I Surabaya ;



Menetapkan

8. Peraturan ODaerah Xotamadya Daerah Tingkat IT
Surabava Nomor 7 Tahun 1892 tentang " Izin
Mendirakan Bangunan di1 Kotamadya Daerah Tingkat 11}
Surabaya

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 13 Tahun 1894 tantang Retribusj
pelayanan dibidang bangunan ;

10. Peraturan pDaerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya Ncmor 2 Tahun 1995 tentang Penomoran
Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT IT
SURABAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENOMORAN

BANGUNAN D1 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA.

BAR 1
KETENTUAN UMUM

Passi 1

Dalam Keputucan Kepala Daerah ini vang dimaksud
dengan '

a. Pemerintah Dasrah, adalah Pemerintanhn Kotamadva
Daerah Tingkat Il Surabava

b. Kepala Daerah, adalah walikctamadya Kepala Daerah

Tingkat 1! Surabaya
c. Dinas Pengawasan Bahgunan Daerah, adalah Dinas
Pengawasan gangunan Daerah Kotamadva Daerah

Tingkat II Surabava ;

d. Pejabat yang ditunjuk, adatah Kepala Dinas
Pengawasan 8angunan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya :

a. Bangunan, adalah semua bangunan balk tempat
tinggal atau nan tempat tingga? milik
Pemerintah/Swasta atau perorangan di Kotamadya
Daerah Tingkat IJ Surabaya, termasuk pengertian
int adalah pagar persil atau kapling ;

f. Nomor Bangunan, adalah nomor yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah sebagai tanda pengenal suatu
bangunan atau suatu kelompok Blok Bangunan pada
suatu ‘ltokasi atau jalan tertentu dalam Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Surabaya

g. Plat Nomor Bangunan, adalah Plat nocmor bangunan
yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk dipasang
pada setyap bangunan sesuai dengan ketentuan Yang
berlaku ;

h. Persil, agalah bidang tanah yang belum
direncanakan berdasarkan rencana kota
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Kapling. adalah hrgang tanah yBNa zugan
girencanrakar berdaszarkan rencana kota.

BAB Ii
TATA CARA PELAYANAN PENOMORAN BANGUNAN

Pasa 2

Bagt set1sp ocemilix/oenghunt aTau yang menguasan
bangunan ¢1 wilayan Kotamadya Dasrah Tingkat 11
Surabava wa:id mempunyal nromor bkangunan  dan
memasang D!at ncmor bangunar yarg ditetapkan olen
Kepa'la Caeran

Untuk mempero'sn nOMGr pancunan gan Dplat
nomaor harguran dimaksug paca  ayat (1) pasal 1ni,
pemiiik/pengnyni atau yang menguaszi hangunan

rAruS mengatuxan permoncran kepada xepals Daerah
melaiul Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;

Pasa’ 3

Untuk mempernlen penetagan nomor bdangunan Jdan
atau pDlat nomor bancunan dapat drlavuwan dengan
cara sebagal Derykuz

a. Mangajukan permohonan piat nomor Ddangunan.
nagi pangunan  yang sudah membDuUnya) 1zin
Mendirtken Bangunan dan teian memperolteh

nergtanpan Nomor bangunran
h. Mengajukan permohonan oensatapan nomor dangunan
gan pnlat nomor hangunarn,. bersamaan pnada saat
mengazukan pearmohonan Izin Mencir:=kan Bangunan

C. Mengajukar permchonan Senetapan nomor bangunan
dar piat nomor bangunan, Dbagl Dbangunan  yang
betum mempunyal Izin Mendirikan Bangunan yang
giajukan tidax nhersamaan dengan permohonan
I1zin Mendirikan Bangunan.

Pasa'? 4
Pemberian ©p'at nomor Dbanginan Kepagda pemchon
sebagaimana dyma<sud datam pasa' 3 putir a.
Keputusan 1in3, dilakukan dangan care sepaga:’

berskut :

a. Pemohon mengajukan permochonan xepada Kepala
Daeran melalui Dinas Pengawasan Sangunan
Daeran dengan mengisi formutlsr permohonan
yarg telan gisediaxkan olen Dinas Pengawasan
Bangunan BDaerahn ;

b. Farmulir nermohonan yvang telah diis: gy tampirs
dangan copy Surat Iz:n Mencirikan B8angunan, dan
disampaiken kepada Subag. Tata Usanra (Loket 1)
untuk diagenda {memariukan waktu 1 (satu} hary);

c. 8erkas permohonan yang telah diterima dari
Loket I oleh Subag. Tata Usaha disampaikan
Kepagca Sexsi Pemetaan, Pancmoran dan

Pengarsipan ;
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d. 3eksi Pemetaan, Pencomoran dan Pengarsipan
menyiapkan plat nomor bangunan beserta
berkasnva, disampaikah kepada Loket I
(memerlukan waktu 5 {1ima) hari) ;

e. Laket I membuat pengantar pembavaran retribusi
ke Dimnas Pendapatan Daerah (memerliukan waktu 1
{satu) nari)

f. Pemohon mengambil plat nomor bangunan d)1 itoket?
I dengan membawa Huxti opembayaran retribusi.

Pasat 5

Penetapan nomor hBangunan dan nemberian piat
nomor bangunan kepada pemchon sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 butir b. Keputusan ni,
tata cara permohcnan dan penyeigsajannya mengikuti
ketentuan tata cara permohonan / penvelesaian Izin
Mendirikan Bangunan.

Pasal 6

Penetapan nomor bangunan dan pemberian plat nomor
bangunan kepada pemohon sebagaimana dimaxsud dalam
pasal 3 butir ¢. Keputusan iri, dilakukan dengan
cara sebagai berikut

a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala
Daerah malaiu: Dinas Pengawasan Bangunan
Dasrah dengan mengis: tformulir permochonan yang
telah disediakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan
Daeran

b. Formulir permohonan yang telah diisi dilampiri
dengan Copy KTP / Kartu ddentitas lain yang
masih berlaku, disampaikan kepada Subag. Tata
Usaha (Loket T} untuk diagenda {memerlukan

waktu 1 {satu) hari;

¢. Berkas permohonan yang telah diterima dari
Loket I oleh Supag. Tata Ulsaha disampaikan
kepada Seksi Pemetasan, Penomoran dan
Pengarsipan

d. Seksi Pemetaan, Penomcran dan Pengarsipan
menyiapkan plat nomor bangunan peserta
berkasnya disampaikan kepada Loket I

(memerlukan waktu 5 {lima) hari) ;

e. iLoket I membuat pengantar pembayaran retribusi
ke Dinas Pendapatan Daerah (memerlukan waktu 1
{satu) hari} ;

f. Pemchon mengambi i Surat Penetapan nomor
bangunan dan plat nomor bangunan d3 Loket I
dengan membawa bukti pembayaran retribusi.
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BAB 111
SISTEM PENOMORAN BANGUNAN

Pasal 7
Fenomoran bangunan dilaksanakan dengan berpsdoman

pada Gedung Balaj Kota Kotamadya Daerah Tingkat
11 Surabava dengan ketentuan sebagai berikut

a. ¥Fenomoran bangunan dimulai dari ujung jatan
yang terdekat Jjaraknya denganr Gedung Balai
Kota

b. Apanila suatu lokasi atau suatu jalan vang
tidak dapat ditentukan jaraknya dari Gedung
Balai Kcta, penomoran  bangunan ditakukan
dengan cara mengikuti arah jarum jam.

Apabila tercapat suatu jalan. yang ujung jalannya
berakhir pada jalan vyang lebih tinggi? kelas
jalannya, penomoran pangunan dimulai dari arah
jalan yang berkelas jalan lebih tingai.

Pasal g

Penomoran bangunan  untuk setiap bangunan yang
terletak disebelah kanan dan kiri suatu jaian,
ditetapkan sesuai dengan pemataan dan arah
penomoran sebagait berikut

a. Bangunan vang berada disehelah kiri jalan
ditetapkan dengan nomor gasal

b. Bangunan vyang berada disebeliah kanan jalan
ditetapkan dengan nomor genap.

Pada setiap jalan vyang hanya ada satu deret
bangunan, pencmaran  bangunan diatur secara
berurutan ;

Penomoran bangunan urtuk bangunan yang terletak
disudut jalan ditetapkan dengan berpedoman pada
jalur jaian utama.

Pasai g
Apabila dalam suatu persil atau suatu kapling
terdapat lebih dari satu bangunan atay unit
penghunian, maka peromoran masing-masing
bangunan giatur sebagai berikut :
a. uUntuk unit bangunan / nenghunian yang
merupakan bagian bangunan deret, penomaran

bangunan ditambah dengan kcde tertentu ;

b. Untuk unit bangunan / penghunian yang
merupakan bangunan massa atau blick btangunan
bertingkat, penomocran bangunan ditambah
dengan kode biaok, lantai bangunan dan
nomor unit lantai yang bersangkutan.
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{2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal pemasangan ncmor bangunan yang baru,
pemilik/penghuni atau yang menguasai bangunan
masih diperkanankan memasang nomor bangunan yang
lTama, diletaxkan dibawah plat nomor banguhan yang
haru dengan diberi tanda silang warna merah.

8A8 Iv
BENTUK DAN UKURAN Pi.AT NOMOR BANGUNAN

Fasal 10
Plat neomor bangunan, berbentuk empat perseg:
panjang dengan ukuran paniang 20 {dua putuh)
sentimeter, iebar 15 (lima belas) sentimeter.
ttasal 11

Plat nomor bangunan sehagaimana dimaksud dalam pasal
TG Keoutusan sn1 terdiri atas 2 {(dua) macam warna
dasar dan tulisan, adalah sebagal berikut

a. Plat nomor bangunan dengan warna dasar hiru tua
serta tulisan angka dan huruf berwarna putih,
diperuntukkan bagi bangunan yang telah mempunyai
Izin Mendirikan Bangunan ;

b. Plat nomor bangunan dengan warna dasar putih sarta
tulicsan angka dan huruf Dberwarna biru tua,
diparuntuxkkan baagi bangunan vang belum
mempunyal Izin Mendirikan Bangunan.

fasal 12

Pengadaan plat nomor bangunan dilaksanakan oleh
Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk.

Pasal 13
Untuk pelaksarnaan pengaturan penyeragaman nomor
banguran, Pejabat yang ditunjuk dapat mengadakan
penomoran secara bertahap, dengan memungut retribusi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB Vv
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasa) 14
Bentuk plat nomor bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk unit hangunan/penghunian tunggal sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini ;

b. Untuk unit bangunan/penghunian deret sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan iny ;

c. Untuk wunit bangunan/penghunian biok sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini ;
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d. Untuk wunit bangunan massa atau blok bertingkat
sebagaymana dinyatakan dalam tampiran IV Keputusan
int o

e. Untuk unit Dpangunan komplek yang beium memiliks
nama jalan sebagaimara dinvatakan dalam Lampiran V
Keputusan in-.

Pasai 15

Formulir-formulir yang diperlukan untuk penyeliesaian

sural Keputusan Penetapan Nomor Sangunan dan pemberian

plat nomor bangunan, ditetapkan sebagai berikut

a. Formulir permohonan penetapan nomor bangunan dan
plat nomor bangunan sebagaimana dinyatakan daiam
Lampiran VI Keputusan ini ;

b. Formulir surat Keputusarn Penetapan Nomor Bangunan
sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VvII Keputusan
ini.

BAB Vi
PENUTUP

Pasatl 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini,
akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

(1) Keputusan 1ni mulad berlaku pada tanggal
ditetapkan ;

{2) Mengumumkanr Keputusan ini dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingxat II Surabava.

Ditetapkan di - S UR ABA Y A
Pada tanggal : 28 Februari 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

tid.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Keputusgsan ini disampaikan kepada

Yth.

{sknowm. fro2}

1.

8dr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

dawa Timur

Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah v- Surabaya ;
Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;

Para Pembantu walikotamadya di Surabaya

Sdr. Ka. Dinas Pengawasan Hangunan Daarah

Kotamadya Dati 11 Surabaya ;



7. 8dr. Ka. Giras Pencan
a Da I
8. 8dr. K=z, Ba

8. 8dr. Xa. Bagien Adukum Satxody

10. Para Kap
b

11. Para Dirut. Parusanzan Jzersh
Surahay

[
]

Diumumkan dalam _emgcaran

y a
Surabaya Sery D.3 Nomor 1% Tanggal

SALINAN sesuat dengan aslinva
An. SBekKretaris #“otanacva Daerah
Tingkat I Sursabava
Kepala.Bagran “jukum,
V-

Penata Tingkat I
Nip. 510 029 293

—



ﬁ»..,._t,\m.n Al 1

JI..J..-#H-. ~ r T T -
¥ HER LS .__,_1..,‘".¢_.\JM

BRI U IR SL A YN 4

oy

d._.ﬂ u... ..L...._.wrw

. - . [0
m a4 luman iy

- .
T3 ke e

"

]

oy

B e L T i

|

TS

h

N e il I N

L A" A N W Y L

LYo

-

L R AU RCIRL Y

anl‘.ua\t.;...lrﬂ. S e gk

—ana

VALINOTAMIDYA m&.u.ﬂ.& DAFRAH
TINGXAT I SURABAYA ‘

d.

SUNARTO SUMCTRAWIRG -

Zzlinen sesuai dengan e liny:
Sehvetacis Notamod:a bLaersh

e Ak 4 mn ety e ——— e o

K
-,
.
..Q,/J;
Y L)
AR, G :



_HLWH,HMHW>Z IE - S o . SLLTAN YEFUTISAN KALTOZA4DTA N
. | | - KEPALA DAZRAH TINGKAT 11 mﬁbmﬁp
ROMOR ¢ 1h TRHUN 1998

BENYUK PLAT NOMG ™ PANGUNAN. L TWRGED: 26 PRl %6

Untvk Bangunan'Rumah Deret dan sejenisnya . S ;

-

| _ .~LIKOTAMADYA KEPATA DAERAH
.rwamuhﬂ‘umﬁ ._...H .\q,..UL#._u__.PH} .

_ o : _ ttd. -
|- " H. STZARTO SUMOSRAWIRO

e et - e

Salinen sesuai dengan eslinya
PH.. Selxetaris Kotamadya Daersh

L

.. Kepala Bogian Fukum L

fyot. waRY, 84

De ey

e e A 2 .,

A .Z\ Mm",wwm Tw.z.rmﬁ H

\% KIP, 5i0 029 293

| \ . . ﬁf g.mm w&? 2
PRI . e : ~ - . N A

-

L7t




1

LAMPIRAN III
BENTUK PLAT-N

MOR BANGUNAN.

Untuk Bangunarn Bentulk Blok yang lebil dari satu 1Masa Bangunan

. SALINEW KZPUTTSIN WALIKCTAMADYA .

- .#H.P DAXEAN TINGEAT IT mqmbw»w«b
ROMCE ¢ 1h TAYUN 1966 .
.r?,,‘mn : 26 PEERUARI 1996

WALIECTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGEAT IT SURAEAYA

ttd.
H. S5NARTO SUNCPRAWIRO

Salinen sesual dengan sslinya
‘n. Selxreteris Kotamadya Daerah.
I

~2ta Pingkat T
510 029 293



o, . | _ SALINAN KEPUTUSAN WALTKOTAMADTA ..
LAMPIRAN IV - KEPALA DAZRAH TINCEAT II SURABAYA

NONMOR  : 14 TAHUN 1996

BENTUT. PLAT NOMOR BANGUMAN. | : THIGGAL 26 PIEUIRT 1996

Untuk Bengunan: Rumah Susun (Apariemen) dan sejenisnya _ -

=

. WALIXOTAMADYA KEPATA DAERAX
N : - PINGEAT IT SURAFAYA
, | . ttd. -

d. SUNARTO SUMCPRAWIRO .

4
[EN

14t

Szlinan sesuai dengzn aslinya .
in. Sekretaris FKotamadya Daersh

-~ . Hepila N Eulnm c__«..

U MOf. TRRUQ, SH
NGO ', - Penata Tingkat I
LNV To el KIP. 510 029 293
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AN U . - : ©_ SALINAN KEPUTUSAN WALTKOTAMADTA :
LAMPIRAN Y - - KEPALA DARRAH TINGKAT IT SURABAYA
NOMOR  : 14 TARUN 1296

BENTUK PLAT NOMOR BANGUNAN. . T 26 v e

Untuk Bangunan-Komplek yang belum memiliki Ketetapan Nima Jzlan

o

v .3
k 3 WALIKOTAMADTA 1ZPL%A DAERAE
~ HHzmﬁ.H II SURATAYA
ttd.
. = H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
_ / . \ ) : - Salinan secuei dengan zslinya
vr) | \ ) : , An, Sekretaris Yotamadya Daerah .
1% _ 1 JSW1 . Kepala Bapfan Eulam T
. ’ : ! \/4:&;3\1. o ,\ . | m ..u... ;
, lsE lsETKGEN
\ . | S U \ ST o mem, s
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.. \ o co I NSermiy” xm. 510 629 295
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Nomor
Lampiran
Perihal

TS g -

v LAMPIRAN VI

R

Parmohonan Plat Nomor
Bangunan / Penetapan
Nomor Bangunan ¥).

SRR e il fa

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA XEPALA

DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

NOMOR 14 Tahun 1996
TANGGAL 26 Februari 1996
Surabaya, )
Kepada
¥Yth. Bapak wal ikotsmadya
Kepala Daerah Tingkat 1II
Surabaya
Malalui,
Kepala Dinas Pengawasan

8angunan Daerah Kotamadya

pati II Surabaya
di-
SURABAYA,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N ama .
Pekarjaan :
Bertindak atas nama :
Alamat :

dengan int mengajukan

Plat Nomor Bangunan / Penetapan

permohonan untuk
Nomor Bangunan %)

bangunan yang telah berdiri,

dipergunakan sebageasi :
terlatak di persi} :

Kelurahan
Kecamatan

statué tanah .

Sebagai

copy
Mendirikan Bangunan ¥%).

Demikian surat permohonan ini kami buat,

bahan pertimbangan bersama ini kami
KTP / SIM  yang masih berlaku / copy Surat

harapan untuk memperoleh parsatujuan.

Mengetahui
Pemilik tanah/Kuasa atas
tanah,

-------------------

( Nama terang )

%) coret yang tidgkrperlu.

SALTNAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Inerah

¢ n_. .\
. 5 "‘-\_{’ ‘\;{epa

£

(svnou.fidi}

[ 2o
\;'\1_‘\ -

Tingkat 11 Surabaya
ian Hukum,

- 7
""J\ Sl
b, F AR U Q, 5.8

enata Tingkat I
NP, 510 029 293

~ Pamohon,

meterai Rp. 1000,00

( Nama terang )

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT I1 SURABAYA

tTtd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIROC

memperoleh
atas

lampirkan
Izin

dengan
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KETENTUAN-KETENTUAN VYANG WAJIB DITAATI OLEH PEMILIK / PENGHUNI
BANGUNAN YANG TELAH MEMPEROLEH NOMOR BANGUNAN

1. Plat Nomor Bangunan harus dipasang pada bagian bangunan yang
mudah terlihat dan terbaca dari jalan umum ;

2. Plat HNomor Bangunan harius dipasang pada bangunan yang telah
ditentukan dalam Surat Penetapan Nomor Bahgunan ;

3. Plat Nomor Bangunan yang hilang atau rusak harus dimintakan
psnggantiannya kepada Kepala PpDaerah atau Instansi yang
ditunjuk ;

4. Untuk bangunan baru, Plat Nomor Bangunan harus dipasang
selambat-lambatnya 1 {satu) hari sebelum bangunan ditempati
atau digunakan. 7

3. Sagera setelah diperolehnya Penetapan Nomor Bangunan dan atau
Piat Nomor Bangunan memberitahukan kepada pihak-pihak yang

berkaepantingan.
3
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
53 ttd.
SALINAN sesual dengan aslinya H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

CBe Sekretaris Kotamadya Daerah ..
S Tingkat IT Surabays A

_'"\Ei%tezxa]f;bi?a4;isua Fraleum,

-.:v-'z: ) ",f ..:'
T UG L e ——

HOH. -ﬁ A R U Q’ JIOI—.-..
 Penala Tingkat I
NIP. 510 029 293
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